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BAB VI 

PENUTUP 

6.2 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan tentang Representasi Politik Perempuan 

dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka, penulis menyimpulkan bahwa 

representasi deskriptif, representasi simbolik dan hambatan-hambatan politik 

berpengaruh terhadap rendahnya keterwakilan perempuan di Dapil II Malaka. 

Adapun rincian kesimpulannya sebagai berikut : 

6.2.1 Representasi Deskriptif 

Representasi deskriptif maksudnya bentuk perwakilan politik perempuan 

dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka berdasarkan kesamaan kesamaan 

wilayah/etnis/Suku dan kesamaan agama. 

 Kesamaan Wilayah/Etnis/Suku 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor etnis tidak menjadi 

suatu pendasaran atau pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih caleg 

perempuan. Masyarakat cenderung memilih caleg yang memiliki modal 

sosial, modal ekonomi, kualifikasi pendidikan dan dan caleg dapat 

merangkul dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. 

 Kesamaan Agama 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa faktor agama tidak menjadi 

suatu pendasaran atau pertimbangan bagi masyarakat untuk memilih caleg 

perempuan. Masyarakat cenderung memilih caleg yang memiliki modal 

sosial, modal ekonomi, hubungan kekeluargaan, kesamaan wilayah, 
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pendidikan, ketokohan dalam masyarakat dan mampu menyalurkan 

aspirasi masyarakat. 

6.2.2 Representasi Simbolik 

Representasi simbolik maksudnya bentuk perwakilan politik perempuan 

dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka berdasarkan kesamaan kepentingan 

dalam memperjuangkan segalah macam permasalahan perempuan di dapil mereka 

masing-masing dan kepentingan umum yang sangat urgen di dapil mereka 

masing-masing. 

 Kesamaan kepentingan dalam memperjuangkan segalah macam 

permasalahan perempuan. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya representasi atau 

tingkat keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Kabupaten Malaka tidak 

bisa dilepasnya dari kurangnya caleg perempuan yang mengkampanyekan 

isu-isu yang berbasis gender atau kepekaan terhadap perempuan seperti 

mengkampanyekan permasalahan perempuan (Kasus Pemerkosaan, KDRT, 

Human Trafficking, Kesehatan,  Pendidikan dan Lowongan Kerja) hal ini 

disebabkan tidak adanya kampanye yang dilakukan oleh caleg perempuan 

karena kurangnya atau keterbatasan sumber dana sehingga tidak pernah 

melakukan kampanye politik serta caleg perempuan yang maju dalam 

pemilihan legislatif hanya untuk memenuhi 30 % keterwakilan perempuan 

 Kesamaan Kepentingan dalam memperjuangkan kepentingan umum yang 

sangat urgen di dapil mereka masing-masing. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya representasi atau 



83  

tingkat keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Kabupaten Malaka tidak 

bisa dilepasnya dari kurangnya caleg perempuan yang mengkampanyekan 

isu atau kepentingan umum yang sangat urgen di dapil mereka masing-

masing (Air Minum, Sampah, Pendidikan, Kesehatan, dan UKM) 

6.2.3 Hambatan-Hambatan Politik Perempuan 

Hambatan-Hambatan Politik Perempuan maksudnya hambatan yang 

mempengaruhi keterpilihan caleg perempuan di Di Dapil II Malaka karena 

kurangnya Diklat Politik, Jenjang kaderisasi dan Lemahnya sumber dana dalam 

aktivitas penggalangan massa serta atribut kampanye. 

 Diklat Politik 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya keterpilihan caleg 

perempuan di Dapil II Malaka karena tidak adanya diklat politik bagi caleg 

perempuan. Caleg perempuan yang bertarung dalam pemilihan legislatif di 

Dapil II Malaka kebanyakan bukan merupakan kader partai dan belum 

pernah melakukan pendidikan dan diklat politik yang dilakukan oleh partai 

politik 

 Jenjang kaderisasi  

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya keterpilihan caleg 

perempuan di Dapil II Malaka karena tidak berjalannya proses pendidikan 

politik di tubuh partai lewat proses kaderisasi. Kebanyakan caleg perempuan 

yang bertarung di Dapil II Kabupaten Malaka hanya memenuhi 

keterwakilan 30 % perempuan. 

 Lemahnya sumber dana dalam aktivitas penggalangan massa serta atribut 
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kampanye. 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa rendahnya keterpilihan caleg 

perempuan di Dapil II Malaka karena kurangnya sumber keuangan caleg 

perempuan sebagai penggerak dan pelumas yang digunakan untuk 

pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, pembuatan alat peraga 

kampanye seperti sticker, spanduk dan baliho berpengaruh terhadap 

keterpilihan caleg perempuan di Dapil II Malaka dalam pemilihan legislatif 

2019. 

6.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan penulis dapatkan diatas berkaitan dengan 

Representasi Politik Perempuan dalam Pemilihan Legislatif di Dapil II Malaka, 

maka saran yang ingin penulis berikan yaitu: 

 Kedepanya kepada partai politik yang ada di Kabupaten Malaka, perlu 

melakukan diklat politik dan kaderisasi kepada caleg perempuan sehingga 

mempunyai pemahaman politik yang baik. 

 Kedepannya kepada caleg perempuan di Kabupaten Malaka harus memiliki 

finansial atau keuangan baik sehingga dapat menunjang kegiatan kampanye 

politik.   
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